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ABSTRAK

Perkembangan zaman membust kegintan perjanjion (pegagjian baku)  dafam
kehidupan bermasvarakatl semakin rumit, Dibutubkan kinerja dan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) sebagat badan vang bertugas melindung sebiap Kepentingan
konsumen dan pelaku usaha untuk lebth memperhatikan seliap tingkah lake pelaku usaba
dan konsumen dalam melakukan setiap pegjomgian baku, Peran dan tanggung jawab
Badan Penvelesaian Sengketa konsumen (BPSK) dalam bal mengawasi peranjian baku
seperti yang tercantum deogan jelas dalam  Undang-Undang MNomor § Tahun 1999
tentang Perlindunpan konsumen dirasa sangat penting untuk melindungi setiap hak-hak
konsumen dan pelaku usaha, Penpawasan tehadap perjanjian baku dimaksudkan wuntuk
menciptakan kedudukan vang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, Apar pelaku
usaha tidak tergangpu dalam memperolech keuntungan (prinsip ckonomi) dan konsumen
juga tidak merasa dirugikan  dengan adanya pedgoanpan bake, Guna memahami
permasafahan leboh jelas, peoulis meneliti permasalahan sebaga berikut. Perrama,
Bagaimana bentuk penpawasan vang dilakekan oleh Badan Penyelesatan Sengketa
Konsumen pada perjanjian baku, Eedug, kendala-kendals vang dihadapi oleh Badan
Penvelesaian  Sengketa  Konsumen  dalm mengawast  peganjian  baku dan cara
penvelesaiannya. Untuk membahas masalah tersebut peoulis menppunakan metode
pendekatan yuridis sosiologis vaite, berupa pendekatan masslah melalut penalitian
hukum dengan melibal perundang-undangan vang ada dihubungkan dengan prakicknya
di lapangan. Metode pengumpulan data veng digunakan adalah studi dokumen dan
wawancara, Jepis data vang digunakan adalah data skunder dan data pnmer. Data
shunder diperoleh dari bzhan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan huokum
tertier, Data primer diperoleh dart penelitian dilapangan yailu dengan melakukan
wawancara dan kemudian dianalisa sccara kualitatil Dart hasil penelitian yvang penulis
lakukan dapat disimpulkan bahwa Badan Penyelesaian sengheta sampai szat il belum
melgkukan tugasnya menpawasi perjanjian babu seperti yvang tercanturn dalam Lindang-
Undang Perlindungan Kensumen (UUPK), adapun kendala wang dibadapi Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BFSK) datam mengawast perjanjian baku secan gars
besar dapat dibagi kedalam dua kelompok wyaitu, kendala internal seperti : kendala
kelembapgaan, kendala sumberdava manosia, kendala pembinaan dan penpawasan serta
tidak adanya koordinasi antara pibak-pihak vang terkait, serla belum adanya aturan
tertulis tentang bagaimana cara melakukan pengawasan techadap peranjian baku. Kedua,
kendala cksternal vaitu kurangnya sosialisesi, kurangnya respon masyarakat terhadap
Undang-Undang Perlinduengan Konsumen dan Badan Penyelesaian Senpketa konsumen,
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PENDAIIULTUAN

A, Latar Befakanye Masalnh

Pembangunan dan perkembanpgan perckenomian pada umumnya dan kKhususnya
dibidang perindustrian dan perdagangan nasional teiah menghasilkan berbagai varasi
barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, Disamping it era globalisas: dan perdagangan
bebas yanp didukung cleh kemajusn weknolog telekomunikast dam informatika tzlah
memperiuas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayab
suatu negarn, sehingpa barang dan jasa yang ditawarkan bervariast

Eondisi vang demikian pada sate pibgk mempunyal manfast bagl konsumen karenz
kebutuhan konsumen akan barang dan jasa vang diinginkan menjadi lebih beragam dan
semakin membia Kesempatan eoluk memilibh aneka jenis barang dan jasa yang sesuai
dengan keinginan dan kemampuan konsuemen,

Dhsisi Tain, kKondisi dan fenomena tersebut di atas dapat menpakibatkan keduduzan
pelaku usaha dan konsumen menjadi tidah seimbang dun konsumen berada pada posisi
vang lemab, Konsumen menjadi objek aktilitas bisnis untuk merup keenlungan yang
sebesar-besarnva oleh pelaky vsaba melabui kiat promosi, cara penjualan, serta penecapan
perjanjian bako yang merupikan bagi Konsumen.

Untuk ity dibutuhkan suate pegangan bagl kensumen apar hak-haknya scbagal
konsumen dapat terpenuhi dengan adil, nemun juga Gdak menghilangkan atau mematikan
usahn para pelaku vsaha. Pepangao tersebut sudah terdapat dalam Undang-undang MNo. 8
wehun 19949 Tentang Perlindungan Konsumen {yang selanjutnya disebut dengan UTUPED,

dinanz wakswd dare enciptanva Updang-uodarg ind adalal agar dapat medindung:

—



kepentingan pihak-pitak yang terdapat dalans proses jual-bedi yaiie konswnen dan juga
produsen atat pelaki usabe Meskipun Undung-undung i discbut Undang-Undang
Perlindunpan konsumen (UUPK) numun bukan berarti kepentingan pelako usabha tidak
ikut menjadi pechatian, leristimewa karena keberadaan perekonomian nasional yang
banyak ditentukan olch para pelaky usala alao produsen.’

Belakangan ini bunyak lerjuds kisus-kasus i mana suatu peranjisn yang dibuat oleh
pelaky usaha d:j_m konsumen menjadi sustu sengketa, Diantaranya untuk kasus perjanjian
baku vang dilakukan oleh pelaku ussha dengan konsumennya. Perjanjian Baku adalah
suatu perjanjian standar vang beristkan Klausula baku yang mana memuat aluran-aluran
dun syarat-syaral yang lelah dipersiapkan dan ditetapkan terlebib dubulu secara sepihak
aleh pelaku usaha yang dituanghan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang
mengikat dan wajib dipenubi oleh konsumen.” Pedanjian baku dengan klausula
Flksonerasi contohnya vang bissanya dimuat dalam perjanjisn sebapai klausula tambaban
atss unsur esensial dar sustu pefanjian. Klavsuly cksonerast adalah klausula yang
dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan die untuk
memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi selurubnya atay terbatas, yang terjadi
karena ingkar janji mtaw perbuatan melawan hukum.” Klawsula tersebut merupakan
clausula yanp merupikun kopsumen yang umumnya memilikioposisi lemah Jika
dibandingkan dengan pelpku usaha, karena beban yang scharusnya dipikul oleh pelaku

ssaha, dengan adanya klavsula tersebut menjadi beban konsumen.

Shmadi Mi dan Sutannan Yoda, * Plekom Perlondunegan Eonsinnen'”™, Rekac: PT Rajalrafinda
Fersada, hime 1,
" Mepulusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Republik lndonesia Nosor S05MPPS Keps 2001,
~=1ng Pelaksanaon Tugas dun Wewenang Badan Penyelesaian Konsumen, Pasal 1 ayat (§).
Zocil, Ahmadi Mine dan Sutarman Yoda, Rme 114,
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Sclagnimana yang ial divraikan schetuiniya babwa dalam Hukum Pedinduigan
Kunsumen bukin haoyy kepeningan koosamen sipa yanp haros diperbulisn el
kepenbingan pelaku usaha juga barus diperbitungkan, karena dalam hukum perlindunpin
konsumen menganul asas keseimbangan yaite hepentingan semua pibak harus dilindungi-
lermigsuk kepettingan pemsiiniah dalam pembanguos nasional- Jun harus metdapatkan
DOTS] VAng seimbang.’ Peganjian dengan klausula bake seperti yang discbutkan dalarn
Pasal 18 Ayat {1} huruf g Undang-Undane Perfindungan Kkonsumen menepaskan asas
kescimbanpan  tersebut yang mana pada Pasal tersebut berist larangan  untuk
mencantumikan kausula baku pada sclinp dokumen vang nrenyaiakan tunduknya
kunswinen kepads peraluran vang berupa sluran barw, lembabun, ojulan dendaiag
pengubahan janjutan yanp dibuat sepibak oleh pelaku ussha dajam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya. Jika diperbatikan Penjelasan Pasal 18 Ayat (1)
Undang-Undang  Perlindungan Konswmen dapal diketahui bahwa  yang mendasaci
pembust Undunp-Undang adalah upaya pemberdayaan kensumen dan kedudukan seclnspal
pihak vang lemah didatam konirak dengan pelaku usaha, Seperti yang kita ketahui bahwa
meskipun ada peraturan yang mengatur tentang perjanjian baku ini, felap saja masih
banyak terjadi scogkeia-senpheta antara pelaku usaha dengan Konswmen, Untuk it
:a::nl.:;inluh melaius Meoln Perdapamnsun dun Perindusinan mendinkan sualu bacdan yang
bertupas untuk menyelesaikan dan mengawasi setiap sengketa yang teradi dalam
perjanjion baku ol

Badan Penyelesaian Senpkeia Kousumen {BPSK) adalah sualu Ladan yang teial
llunjuk lanpsung olch pemerintah pung menyelesaikan seliap senghely vang legadi

antara pelaku usaha dan konsumen,

" Inid, klm: 1106,
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PENUTUR

Al Kesimpulan

Berdusarkan  penchitan yang  telah  chlabukan, Fugas  dan wewenane Badan
Penvelesaian Sengkets kota Padang (BISK) sepern vang twcanum dalom Vodane-
Undany E’crlt’ndungm]l konsumen (DUPKY yiulu mengawas Rlausala baky dalam
perjanian bake sampar sast ini belum terlaksana aan barg selrspan wacana saja oleh
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSE Lot Madinig ), saempin saal ini Badan
Peoyelesaian Senpheta Konsumen (BPSK) kot Padang belum melshsanakin b
pengawasan peranian bako i, Menurot nosumber v penulis wawancara hal
terschut dikarenakan baru berdivings Badan  Pervelesaian Senpkela Konswmen

(BPSK) Kota Padang yaitu Dua tabun, selain ttu tuzas dan wewenan: anguota BIPSK

i T

L=

vimg  terbagh  anlara bawahan  Departenmen Perindustian dan Perdasangien
iDeperindag) dan sebapai suatu Badan yang Frlugas menyelesakan seneketa
konsumen sendici menjadi alasan mengapa tugas dan WEWCTELE,  enrawasan
perjanjian baku belum  dilaksanakan, Padabal tupas dan we cnang Badan
Penyeleswian senpketa Konsumen dalam hal menpawasi perjaan baku sang
penting dilakukan guna menghindar terjadinva tindakan-tindakan dari pelaku usaha
yang semena-mena dalam menetapkan perjanjizn yang dapat merueikan konsumen.
Sehimgpa berdasarkan penelitian yang telab dilakuban, belum tercdapal bentuk-Bentuk
pengawasan perjanjian baku vang dilakukon olel Badon Penvelesaian Seopkels

konsumen (BPSE) kota Padang,
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